PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/1/KEP/DPRD /2021

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang

Mengingat

5

: 1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1
Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rayat
Daerah Kabupaten Magelang dan Pasal 372 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun
rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing alat kelengkapan DPRD yang disetujui dan
ditetapkan dalam rapat paripurna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang
Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ul

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang ini.

: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magelang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU menjadi Pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam menyusun dokumen rencana dan
anggaran sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
anggaran tahun 2022.

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Januari 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,

AR VAS

SARYAN ADIYANTO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/1/KEP/DPRD /2021

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan
efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan
wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka diperlukan
program dan kegiatan serta dukungan anggaran yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten Magelang dan
Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD menyusun
rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat
kelengkapan DPRD yang disetujui dan ditetapkan dalam rapat paripurna dan
menjadi Pedoman bagi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk anggaran berikutnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan



